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  Bidang Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; 

  

Mengingat : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun  2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5898); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 

TENTANG PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN BADAN 

PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BIDANG PENGAWASAN 

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI 

DAN WAKIL BUPATI SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI 

KOTA. 

 

Pasal 1 

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum:  

a. Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengawasan Pemutakhiran 

Data Pemilih dan Penetapan Daftar Pemilih dalam 

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 174; 

b. Nomor 9 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 

Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 

2009 tentang Pengawasan Pengadaan dan 

Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan 
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Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 392); 

c. Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan 

Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2012 

tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan 

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 788); dan 

d. Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan 

Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 

2009 tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa 

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 790), 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 2 

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

 

 




